
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 
NOMOR J;"fTAHUN 2025 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 
26 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN 

Menimbang 

Mengingat 

DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, 

bahwa dalam rangka penyesuaian Kebutuhan Jabatan Asesor 
Sumber Daya Manusia Aparatur berdasarkan Peraturan Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman 
Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor Sumber 
Daya Manusia Aparatur, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur 
Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kabupaten Kotawaringin Timur; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran­
Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820); 

3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6897); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 



Menetapkan 

-2-

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 
dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi 
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 525); 

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan 
Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 150); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Timur Nomor 235); sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Timur Nomor 288); 

10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 26 Tahun 2022 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur 
(Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 
Nomor 26); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 26 
TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR. 

PasalI 
Ketentuan Pasal 12 dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur 
Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 
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Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 26), diubah sebagai 
berikut: 

Pasal 12 
(1) Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur 

mempunyai tugas pokok merencanakan dan 
menyelenggarakan pengembangan kompetensi pegawai ASN 
dan sertifikasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan 
Kompetensi Aparatur menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi 

pegawai ASN; 
b. penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi 

pegawai ASN; 
c. penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai 

ASN satu pintu; 
d. penyusunan perencanaan dan penyelenggaran sertifikasi 

kompetensi pegawai negeri sipil; dan 
e. penyelenggaraan penilaian kompetensi pegawai ASN. 

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi 
Aparatur mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. merencanakan operasional Bidang Pengembangan 

Kompetensi Aparatur berdasarkan program kerja tahunan 
Badan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawab masing-masing agar 
pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. memberikan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan 
berjalan tertib dan lancar; 

d. menyelia hasil kerja bawahan sesuai peraturan dan 
prosedur yang berlaku untuk penyempumaan lebih 
lanjut; 

e. menyusun dan merencanakan kebutuhan diklat dan 
sertiflkasi; 

f. menyusun dan merencanakan kebutuhan pendidikan 
formal melalui izin belajar dan tugas belajar sesuai 
peraturan perundang-undangan; 

g. menyusun analisis kebutuhan diklat sebagai dasar 
penyelenggaraan diklat dalam rangka pemenuhan 
persyaratan jabatan; 

h. menyusun program praktik kerja di instansi 
pusat/ daerah dalam rangka pengembangan kompetensi; 

i. memprogramkan pengiriman PNS yang potensial untuk 
tugas belajar berdasarkan rapat baperjakat/tim seleksi 
peserta diklat instansi (TSPDI); 

j. melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan 
pengembangan kompetensi pegawai ASN dan sertifikasi; 

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan 
mahasiswa tugas belajar dan alumni diklat; 

1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengumpulan 
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bahan pembinaan dan petunjuk diklat struktural dan 
fungsional sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

m. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan asistensi kepada 
pejabat/ pegawai yang menangani pengembangan 
kompetensi formal maupun nonformal; 

n. menyusun bahan evaluasi kinerja alumni pengembangan 
kompetensi formal dan non formal; 

o. merencanakan, melaksanakan, menganalisis, 
mengevaluasi dan mernfasilitasi penilaian kompetensi 
pegawai ASN; 

p. melaksanakan pengolahan data dan analisis kesenjangan 
kompetensi pegawai ASN; 

q. menyiapkan dan merumuskan bahan kebijakan teknis di 
bidang penilaian kompetensi pegawai ASN; 

r. menyiapkan bahan analisa kebutuhan pengembangan 
pegawai ASN; 

s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pasca 
pelaksanaan pengembangan pegawai ASN; 

t. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara 
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka 
perbaikan kinerja dimasa mendatang dan bahan 
pelaporan; 

u. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; 

v. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 
dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban 
dan penyusunan rencana yang akan datang; dan 

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam 
Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. 

Ditetapkan di Sampit 
pada tanggal K ~u~ 2025 

Diundangkan di Sampit 
pada tanggal -is l\glUtu.S 2025 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTA RINGIN IMUR, 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR .~J; 


